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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Otonomi Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dapai ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan otonomi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sudah baik, karena penerapan otonomi daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan kriteria-kriteria penerapan otonomi daerah yaitu lembaga-lembaga yang ada di daerah dapat memaksimalkan fungsinya, penyerapan aspirasi masyarakat, pelayanan masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat, peningkatn pertumbuhan, meningkatnya kreatifitas pemda dan masyarakat. Akan tetapi masih ada yang harus ditingkatkan dalam penerapan otonomi daerah yaitu lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mengoptimalkan penyerapan aspirasi masyarakat yang ada di daerah.
2. Pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sudah baik. Karena pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah memenuhi standar pelaksanaan anggaran belanja daerah yaitu perencanaaan,pengendalian, akuntabilitas publik. Akan tetapi masih ada yang harus ditingkatkan pelaksanaan anggaran belanja daerah yaitu anggaran perlu dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah terebut yang nantinya dapat membantu para pengguna anggaran perusahaan mengetahui kondisi perusahaan dengan segera.
3. Otonomi Daerah telah terpenuhi dengan baik sehingga berpengaruh terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan arah positif. Artinya Otonomi Daerah yang semakin cukup baik akan mengoptimalkan  Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik pengelolaan Otonomi Daerah akan membuat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah  tidak terkendali.

5.2 Saran
	Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, maka penulis akan mencoba mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi perusahaan yaitu:
1. Peran Otonomi Daerah dalam mengukur hasil kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dari segi penyerapan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan anggaran belanja daerah dengan baik. sehingga dapat menghasilkan perencanaan laporan keuangan atau anggaran, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
